Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39

Menimbang

Mengingat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG
KEMENTERIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri
negara yang membidangi urusan tertentu di bidang
pemerintahan;

b. bahwa setiap menteri memimpin Kementerian
negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu
dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara
sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
kementerian negara diatur dalam undang-undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu membentuk Undang-Undang tentang
Kementerian Negara;

Pasal 4, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEMENTERIAN NEGARA.

BABI. ..
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut
Kementerian adalah perangkat pemerintah yang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

2. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri
adalah pembantu Presiden yang memimpin
Kementerian.

3. Urusan Pemerintahan adalah setiap urusan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

4. Pembentukan Kementerian adalah pembentukan
Kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah
Presiden mengucapkan sumpah /janji.

5. Pengubahan Kementerian adalah pengubahan
nomenklatur Kementerian dengan cara
menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti
nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk.

6. Pembubaran Kementerian adalah menghapus
Kementerian yang sudah terbentuk.

BABII
KEDUDUKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik
Indonesia.

Pasal 3

Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua

Urusan Pemerintahan
Pasal 4

Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan.

Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. urusan pemerintahan yang nomenklatur
Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam
Undang-Undang  Dasar Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. wurusan pemerintahan yang ruang lingkupnya
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,
koordinasi, dan sinkronisasi program
pemerintah.

Pasal 5

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan
luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan
agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi
manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan,
sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan,
pertambangan, energi, pekerjaan umum,
transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi,
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,
kelautan, dan perikanan.

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf ¢ meliputi urusan
perencanaan pembangunan nasional, aparatur
negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik
negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan
hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi,
koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata,
pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga,
perumahan, dan pembangunan kawasan atau
daerah tertinggal.

Pasal 6. ..
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Pasal 6

Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk
dalam satu Kementerian tersendiri.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 7

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Bagian Kedua

Fungsi
Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang
melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidangnya;

b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawabnya;

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di
bidangnya; dan

d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai
ke daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang
melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidangnya;
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawabnya;
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di
bidangnya;
d. pelaksanaan . . .
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d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi
atas pelaksanaan urusan Kementerian di
daerah; dan

e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala
nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang

melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di
bidangnya;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidangnya;

c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawabnya; dan

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di
bidangnya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi
Pasal 9

Susunan organisasi Kementerian yang menangani
urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) terdiri atas unsur:

a. pemimpin, yaitu Menteri;

b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;

c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat
jenderal;

d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal;
pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan

f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau
perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Susunan organisasi Kementerian yang

melaksanakan wurusan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas unsur:

pemimpin, yaitu Menteri;

pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;

pelaksana, yaitu direktorat jenderal;

pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan

o po T

pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.

(3) Kementerian . . .
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(3) Kementerian yang menangani urusan agama,
hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) juga memiliki
unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

(4) Susunan organisasi Kementerian yang
melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas unsur:

a. pemimpin, yaitu Menteri;

b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat
Kementerian;

c. pelaksana, yaitu deputi; dan
d. pengawas, yaitu inspektorat.

Pasal 10

Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan
penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat
wakil Menteri pada Kementerian tertentu.

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan

susunan organisasi Kementerian diatur dengan
Peraturan Presiden.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN
KEMENTERIAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Kementerian

Pasal 12
Presiden membentuk Kementerian luar negeri, dalam
negeri, dan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pasal 13

(1) Presiden membentuk Kementerian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Pembentukan . . .
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(2) Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

a. efisiensi dan efektivitas;

b. cakupan tugas dan proporsionalitas beban
tugas;

c. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan
pelaksanaan tugas; dan/atau

d. perkembangan lingkungan global.

Pasal 14
Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan
Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian
koordinasi.

Pasal 15
Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling
banyak 34 (tiga puluh empat).

Pasal 16
Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling lama 14

(empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan
sumpah/janji.

Bagian Kedua

Pengubahan Kementerian
Pasal 17

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
tidak dapat diubah oleh Presiden.

Pasal 18

(1) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 dapat diubah oleh Presiden.

(2) Pengubahan . . .
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(2) Pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. efisiensi dan efektivitas;
b. perubahan dan/atau perkembangan tugas dan
fungsi;
c. cakupan tugas dan proporsionalitas beban
tugas;
d. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan
pelaksanaan tugas;

e. peningkatan kinerja  dan beban kerja
pemerintah;

f. kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam
pemerintahan secara mandiri; dan/atau

g. kebutuhan penyesuaian peristilahan yang
berkembang.

Pasal 19

(1) Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau
penggabungan Kementerian dilakukan dengan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak surat Presiden diterima.

(3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan
Perwakilan Rakyat belum menyampaikan
pertimbangannya, Dewan Perwakilan Rakyat
dianggap sudah memberikan pertimbangan.

Bagian Ketiga

Pembubaran Kementerian
Pasal 20

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
tidak dapat dibubarkan oleh Presiden.

Pasal 21.....



Pasal 21

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dapat dibubarkan oleh Presiden dengan meminta
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali
Kementerian yang menangani urusan agama, hukum,
keuangan, dan keamanan harus dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.

BABV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan
Pasal 22

(1) Menteri diangkat oleh Presiden.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang
harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara,
Undang-Undang Dasar Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi
kemerdekaan;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
dan

f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 23

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau
perusahaan swasta; atau

c. pimpinan . . .
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pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Pemberhentian
Pasal 24

Menteri berhenti dari jabatannya karena:
a. meninggal dunia; atau
b. berakhir masa jabatan.

Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh
Presiden karena:

a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri
secara tertulis;

b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3
(tiga) bulan secara berturut-turut;

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih;

d. melanggar ketentuan larangan rangkap
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23; atau

e. alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Presiden memberhentikan sementara Menteri yang
didakwa melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB VI

HUBUNGAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN DAN
LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN

Pasal 25

Hubungan fungsional antara Kementerian dan
lembaga pemerintah nonkementerian dilaksanakan
secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga . . .
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(2) Lembaga pemerintah nonkementerian
berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung
jawab kepada Presiden melalui Menteri yang
mengoordinasikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan
fungsional antara Menteri dan lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII

HUBUNGAN KEMENTERIAN DENGAN PEMERINTAH
DAERAH
Pasal 26

Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah
dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan
Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dengan
memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan
otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Kementerian yang sudah ada pada saat berlakunya
Undang-Undang ini tetap menjalankan tugasnya sampai

dengan terbentuknya Kementerian berdasarkan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG
KEMENTERIAN NEGARA

UMUM

Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam
mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sejak
proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah
Negara Republik Indonesia  bertekad menjalankan fungsi
pemerintahan negara ke arah tujuan yang dicita-citakan.

Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam
menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh
menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.

Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
kementeriannya diatur dalam undang-undang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pasal 17 ini menegaskan bahwa kekuasaan
Presiden tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap
pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara
haruslah berdasarkan undang-undang.

Undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi apalagi
menghilangkan hak Presiden dalam menyusun kementerian negara
yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan. Sebaliknya, undang-undang ini justru dimaksudkan
untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara
karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi,
dan susunan organisasi kementerian negara.

Pengaturan . . .
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Pengaturan mengenai kementerian negara tidak didekati melalui
pemberian nama tertentu pada setiap kementerian. Akan tetapi,
undang-undang ini melakukan pendekatan melalui urusan-urusan
pemerintahan yang harus dijalankan Presiden secara menyeluruh
dalam rangka pencapaian tujuan negara. Urusan-urusan
pemerintahan tersebut adalah urusan pemerintahan yang
nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan
sinkronisasi program pemerintah.

Dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut tidak berarti satu
urusan dilaksanakan oleh satu kementerian. Akan tetapi satu
kementerian bisa melaksanakan lebih dari satu urusan sesuai
dengan tugas yang diberikan oleh Presiden.

Undang-undang ini juga mengatur tentang persyaratan pengangkatan
dan pemberhentian menteri. Pengaturan persyaratan pengangkatan
menteri tidak dimaksudkan untuk membatasi hak Presiden dalam
memilih seorang Menteri, sebaliknya menekankan bahwa seorang
Menteri yang diangkat memiliki integritas dan kepribadian yang baik.
Namun demikian Presiden diharapkan juga memperhatikan
kompetensi dalam bidang tugas kementerian, memiliki pengalaman
kepemimpinan, dan sanggup bekerjasama sebagai pembantu
Presiden.

Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem
pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang
menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima.
Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan
pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan
diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-
jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya
itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan
kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya
yang lebih bertanggung jawab.

Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk melakukan reformasi
birokrasi dengan membatasi jumlah kementerian paling banyak 34
(tiga puluh empat). Artinya, jumlah kementerian tidak dimungkinkan
melebihi jumlah tersebut dan diharapkan akan terjadi pengurangan.

II. PASAL . . .
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II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Yang dimaksud dengan "berada di bawah” dalam ketentuan ini
adalah kedudukan kementerian dalam struktur pemerintahan.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Pelaksanaan urusan kementerian di daerah yang
dimaksud adalah kegiatan teknis yang berskala
provinsi/kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh
dinas provinsi/kabupaten/kota disertai penyerahan
keuangannya.

Hurufe. ..
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Huruf e

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Kementerian yang menangani urusan tertentu dapat
membentuk perwakilan di luar negeri sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 10

Yang dimaksud dengan “Wakil Menteri” adalah pejabat karir dan
bukan merupakan anggota kabinet.

Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19...
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Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Ayat (1)

Menteri dalam ketentuan ini adalah pejabat negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dan
dikecualikan dari

telah mendapatkan

ketentuan ini.

Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.

rehabilitasi

Pasal 27 ...
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Pasal 27

Nomenklatur kementerian yang berlaku selama ini, seperti
Departemen dan Kementerian Negara, diakui berdasarkan
undang-undang ini dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya
sampai terbentuknya kementerian berdasarkan ketentuan dalam
undang-undang ini.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4916
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Lampiran Sertifikat Keterampilan Komputer

PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA

UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat : JI. A Yani Km. 4,5 Lt || Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXV1/ 190102030107/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN A

Syafira Husna
‘Tempat dan Tanggal Lahir :
Rimbun tulang, 25 Januari 2002
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer
PROGRAM NILAI PREDIKAT
Microsoft Office Word 80 Amat Baik
Microsoft Office Excel 80 Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint 80 Amat Baik *

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022

. Amelia Rahmaniah, MH.
P--197105191997032001




107

Lampiran Berita Acara Ujian Proposal SKripsi

i 4w

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada han ini 22 Agustus 2023 pukuf ................ S.d. .............. bertempat df Ruang Munagasyah (f
Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama * Syafira Husna

NiM 150102030107

Tempat. Tgl. Lahn Rimbun Tulang, 25 Januari 2002

Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Judul 1 "Analisis Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

(F M i Rangkap Jab Era Kabinet Indonesia Maju)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berkut:
1. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. (Penguji i)
2. Dr. H. Nuril Khasyt'in, Lc., MA. (Penguii It)

Hasil sidang tim penguiji proposal berkesimputan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan®:

51 Diterima

2. Diterima dengan perbaikan

3. Diterima dengan perubahan judut men _‘\r .

Pecomena M ey Za b« v~ =

m& \don s« Ma cgs\. \ \i\
davg A WO 39 awe w200 ’\(v\&wﬁ =

f A mmcs&mm

\6/

No. Nama Penguji Sebagail Ta/nda Tangan
1.{Asie Suiistyoko, S.S0s, MH. Penguj i 4% /
2.{Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. Penguji ll

=
*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia Kode Map: 10
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Lampiran Penetapan Ujian Proposal Skripsi

.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1296 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPS! MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI
Menimbang : bah ka yang tersebut dalam & latar belakang pendidikan

Lo L 4

dan keahliannya dipandang ,unwkdnngkatsehagalw posal Skripsi

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam NegedAnmaﬂ

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggk:

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN
Antasari Ban

Peraturan Menteri Agama Rf Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari,

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang
Pedoman Karya limiah;
P A F Syariah UIN Antasan,

N o0 awNa

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 February 2023
MEMUTUSKAN
Menetapkan

Pertama Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. sebagai Penguiji | dan
Penguii Il pada Ujian Proposal Skripsi a.n..
Nama . Syafira Husna
NIM : 190102030107
ngrmsmdi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
(Anallstndang—UndangNo 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
(Fenomena Menteri Rangkap Jabatan Era Kabinet Indonesia Maju)

Kedua :U;lanproposdsmpataseunddahsamkanpada
: Selasa, 22 Agustus 2023
Waldu : 08.00-08.30
Tempat :RuangMunaqasyﬂul
Ketiga : Surat keputs ini disampaikan kepada yang b gkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
b imana i deng: tuan bil rdapat ke akan diadakan per dan

Kad Map: 70
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Lampiran Penetapan Judul dan Pembimbing

Menimbang

Mengingat

3 Menetapkan
. Pertama

.

]
3

Kedua
{
Ketiga

Keempat

UIN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 173 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

: bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang

pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi

mahasiswa.

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN
Antasari Banjarmasin;

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang
Pedoman Karya limiah;

Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

BON =

N

MEMUTUSKAN

: Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Syafira Husna
NIM : 190102030107

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Judul : Fenomena Menteri Rangkap Jabatan Era Kabinet Indonesia Maju (Studi
Pada undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara)

: Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari

Banjarmasin Tahun 2024.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan

diujikan.

: Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekel
dan perbaikan sebagaimana mestinyai.

iruan akan di 1 perubahan

: Banjarmasin
: 1 Maret 2024

Kd Map: 10
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Lampiran Surat Ri

set

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK- INDONESIA

'2'.y UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

UIN

ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id £-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: B- 3223 /Un.14/111.2/TL.00/09/2024 4 September 2024
: Biasa

: 1 Proposal Skripsi

: Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan
kepada :

Nama : SYAFIRA HUSNA

NIM : 190102030107

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syanyyah)
Semester : XI (Sebelas)

Alamat : Ds. Bantuil RT.05 Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dan
tanggal 5 September - 5 Oktober 2024 dengan judul:

Fenomena Menteri Rangkap Jabatan Era Kabinet Ind ia Maju (Studi pada
Undang-Undang N 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan
izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.
Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag/H—
97301112003121001
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Lampiran Surat Keterangan Telah Selesai Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
\ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
UI.N Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id Il web:

http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-145/Un.14/V.1/HM.02.2/10/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin,

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syafira Husna

NIM 1190102030107

Fakultas : Syariah

Jurusan : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada
Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 5 September sampai dengan 5

Oktober 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Banjarmasin, 22 Oktober 2025
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Lampiran Sertifikat Bacs Tulis Al-Quran

112

A=

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 3372/Un.14/111.2/ PP.00.9/11/2025
Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

SYAFIRA HUSNA

NIM : 190102030107
Kelahiran Rimbun Tulang, 25 Januari 2002
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur’an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 5 November 2025

> Dekan,
<
&

;

s
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Lampiran Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

‘;/ L KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

4 (o) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
“ FAKULTAS SYARIAH
U lN Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
wJRIN Telp. (0511) 3265783
- Email: fasya@uin-antasari.ac.id Wcb: www.fs uin-antasari.ac.id
SURAT KETERANGAN

Nomor : B-350S  /Un.14/111.2/PP.00.9/11/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenamya bahwa:"

Nama Syafira Husna
NIM - 190102030107
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu - 08.30-10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah |

dengan susunan tim penguiji sebagai berikut:
Ketua/Anggota : Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A.
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
Anggota - Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 83 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan

Banjarmasin, 13 November 2025
277 Ketua Prodi,

S

e O
Q wuslyoko. S.Sos, M.H.
== . 19750609 200003 1 003

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari

2. Kabag Keuangan UIN Antasari

3. Mahasiswa ybs.

4. Arsip No. : 626



Lampiran Surat Perolehan SKK

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (!
MWW s win antasari ac id websi

11) 3265783

T fASyAG@ uin-antas ide-mail:

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Syafira Husna
NIM 1 190102030107
Jurusan : Hukum Tata Negara

Semester

213

Tahun Akademik : 2025/2026

NO

ASPEK KEGIATAN

JUMLAH
KEGIATAN

NILAI
KUMULATIF

KETERANGAN

Aspck Pokok :
a. Aspck keagamaan dan moral
Pancasila.

7 (Tujuh)

25 SKK

1 SKK

2SKK

3SKK

3SKK

3SKK

1. Scrtifikat
Ma’had al-
Jami’ah Tahap 1
(Priode  Sep-Okt
2019)

2. Peserta Latihan
Keterampilan
Kecagamaan olch
Fakultas Syariah
UIN Antasari
Tahun 2021

3. Peserta Tes
Keterampilan

4. Peserta  Kajian
Muslimah Online
“Kemana Kan
Kau Bawa
Cantikmu™ Olch
LDK AML UIN
Antasari pada 26
September 2020

5. Peserta Kajian
Muslimah Online
“Figh  Pakaian
‘Wanita
Muslimah™ Olch
LDK AML UIN
Antasari pada 31
Oktober 2020

6 Peserta Kajian
Muslimah dengan
tema * Yuk Jadi
‘Wanita yang
Amanah™ Olch
LPPI Annisa UIN
Antasari pada 12
Februari 2021
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

U l‘N Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

i Telepon (0511) 3265783
ANTASARI Wwww 5 win antasari ac.id website: fasya@uin-antasari ac ide-mail:
E——————— ——

b. Aspek penalaran dan idealisme.

8 (Delapan)

1 SKK

7SKK

3SKK

7SKK

7. Peserta
Seminar  Online
“Keistimewaan
Bulan Suci
Ramadhan™ Olch
UKM ASRI
tahun 2021

1. Pesenta
Webinar
Internasional
“Perkembangan
Fikih Masyarakat
Muslim
Kontemporer
Problematika
Hukum dan
Solusi™ Olch
Pascasarjana UIN
Antasari pada 25
Juni 2022

2. Peserta
Webinar  dalam
Rangka Hari Adat
Sedunia
disclenggarakan
Oleh Banua
Cendikia pada 13
Agustus 2022

3. Peserta
Webinar
I[nternasional
Tantangan
Hukum Keluarga
dan Solusinya di
Masa Mendatang
Oleh Kerjasama
Fakultas Syaria
1Al Daraussalam
Martapura
dengan Fakultas
lmu Syariah dan
Qanun,
Universitas
Washatiah
Syar'iyah,
Hadhramaut
Yaman,danFakult
as Syariah UTN
Antasari
Banjarmasin pada
28 Juni 2022

4. Sertifikat
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£

UIN

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783
www.fs uin antasari ac id website: fasya@uin-antasai ac ide-mail:

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

c. Aspek
loyalitas

agama

kepemimpinan  dan
terhadap

almamater,negara,bangsa  dan

5(Lima)

3SKK

38KK

3SKK

3 SKK

3 SKK

Peserta  Seminar
Internasional
“Divergence  of
Disputes and
Stuggles as a
Reason Sor
Divorce
(Barambangan)”
Oleh 1Al
Darussalam
Tahun 2022

5. Panitia
Webinar Sharring
Session  dengan
tema
Meningkatkan
Kualitas Diri
dengan
Memahami
Potensi  dalam
Diri Olech
Mahasiswa/i
Kelas A Hukum
Tata Negara
Angkatan 2019
Tahun 2022

6. Pescrta
Seminar Hulkum
Regional
Kaimantan oleh
HMJ Hukum Tata
Negara  Tahun
2019

7. Pescrta seminar
Launching Book
Olch Pita Hitam
HMJ Hukum Tata
Negara  Tahun
2019

8. Pescrta scminar
Bedah Film Sexy
Killers Oleh Pita
Hitam HMJ
Hukum Tala
Negara Tahun
2019

L Peserta  dalam
Kegiatan

Talkshow Virtual
Ketika Para
Musisi Banua
Berbicara  oleh

UKM ___ Sanggar
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

U lN Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

L 50 Telepon (0511) 3265783
ANTASARI www f5 uin antasari ac id website: fasya@uin-antasari ac ide-mail:

Aspck Penunjang :

a. Aspck pcmcnuhan  bakat dan
minat

b. Aspek pengabdian masyarakat

2SKK

2SKK

Musik  Antasari
Tahun 2020

2. Pesenta
Stadium General
dengan tema
“Pendewasaan
Usia Perkawinan
di Tra Millenial
pada Provinsi
Kaimantan
Sclatan”  Tahun
2020

3, Pesenta
Stadium General
dengan tcma
“Peran  Penting
Badan
Penyclenggaraan
Jaminan Produk
Halal (BPJPH)

i Masyarakat
Indonesia™ Tahun
2019

4. Peserta Diskusi
Online  dengan
tema “Tips dan
Trik Lolos
Program/Even
Full Funded”
Tahun 2020

S. Peserta  dalam
Kegiatan
Talkshow
Kepemimpinan
Agama Istam
Oleh UKM KM-
FEBI Tahun 2020

JUMLAH

89
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH
UIN Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
P B Telepon (0511) 3265783
ANTASARI www 15 uin antasri ac 1] Website: fasyaii uin-antasan ac ide-mail:

Banyarmasin, 28 November 2025

Dosen Pembimbing

% -.

NIP. 197901182005011004

Dibuat rangkap 2 (dua)
« 1 (sat) rangkap untuk Dosen Penaschat
- 1 (satw) rangkap wwuk yang benanghutan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Syafira Husna

2. Jenis Kelamin . Perempuan

3. Tempat dan tanggal Lahir : Rimbun Tulang, 25 Januari 2002

4. Agama : Islam

5. Kebangsaan . Indonesia

6. Tinggi, Berat Badan : 154 cm, 56 kg

7. Alamat : JI. H. M. Ruslan Rt 005 Desa Bantuil Kec.
Cerbon Kab. Barito Kuala

8. No. HP/Alamat Email : 085250511101 / syafirahsn25@gmail.com

9. Pendidikan

a. TK Teratai lulus tahun 2007
b. SDN Bantuil 1 lulus tahun 2013
c. MTs Modern Puteri Cindai Alus ( Pondok Modern An-Najah Cindai Alus
Martapura) lulus tahun 2016
d. MAN 1 Barito Kuala lulus tahun 2019
10. Orang Tua

a. Ayah
Nama : Muhammad Fitri
Pekerjaan : PNS

b. lbu
Nama : Alvina Hasiati
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Pekerjaan . Ibu Rumah Tangga
c. Nama Adik . Siti Nur’Azizah

Banjarmasin, 11 Desember 2025

Penulis,

byt

Syafira Husna




